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BAB |

PENDAHULUAN

yaitu pasar

Pasar Terapung ating Market) meru dimana terjadinya

saja transaksi di pasar terapung d di atas sampan atau perahu sehingga
sedikit berbeda dengan pasar biasanya dan pada masa itu pasar terapung dikenal
dengan sistem barter atau sistem tukar barang dimana uang tidak di gunakan
dalam transaksi ini.

Seiring dengan perkembangan zaman Kini pasar terapung bukan hanya
kumpulan pedagang yang mengunakan media perahu atau sampan saat melakukan

transaksi, kini pasar terapung sudah ada yang berbentuk bangunan pasar tetapi
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tetap di bangun di atas air agar tidak menghilangkan identitas dari pasar terapung

(sucipto, 2013)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasar terapung di

jembatan y
indonesia.

Indonesia_n akan sal 1as a_terbesar di dunia
dengan ha ) i seba _- jute -_ '1;'_ : erte ndonesia salah
satu provinsi.pengha : ',:.- ‘ ...:h- o U dengan jumlah

produksi se ak 387,9 ri A ' sendiri, tepatnya

Masyarakat dikabupaten indragiri hilir sebagian besar berprofesi sebagai

petani di kebun mereka sendiri sekaligus menjadi pedagang menjual hasil kebun
mereka. Para Pedagang di kabupaten indragirir hilir menjual berbagai barang
dagangan mereka mulai dari menjual hasil kebun hingga segala jenis kebutuhan
masyarakat mulai dari bahan pangan, sandang dan papan seperti sembako, ikan,

sayur dan dan keperluan rumah tangga lainnya di pasar.
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Pasar terapung merupakan salah satu pasar yang di kelola oleh pemerintah,
pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan mengelola pasar

tersebut, seperti mendata barang-barang yang di perbolehkan dan barang-barang

dilakukan,

infrastrukt

Anats
ARAL

perbaikan, dilaksanakan

melalui pe aerah tersebut.
(kasim, 200¢

Impleme

Anunky

pemerintah,

+-a2ANNEN

berlangsung se

dan kemudian ‘outpu ) ceputusan kebijakan dan

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, di Indonesia banyak sekali bentuk-bentuk kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara seperti kebijakan dalam

pelayanan, penertiban, pengawasan hingga pembangun dan lain lain. (Jatmika,

2017).



Relokasi atau pemindahan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah
dalam penertipan sarana dan prasarana negara, relokasi ini bertujuan untuk
mencari atau menemukan suasana baru dan dalam pelaksanaan relokasi pasti
memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. mengapa relokasi tersebut
dilaksanakan seperti lokasi lama yang tidak strategis lagi, tidak adanya
peningkatan ekonomi yang_terjadi| di-lokasislama dan juga tempat lama yang
sudah tidak layak pakai dan lainnya banyak hal yang memicu pelaksanaan
relokasi suatu tempat tersebut dan di dukung oleh peraturan yang mengaturnya
dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berpedoman pada rencana tata
ruang wilayah kabupeten yang di atur dalam peraturan mentri perdagangan
republik indonesia nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang pedoman penataan
dan pembinaan pasar teradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kebijakan pemerintah ~kabupaten indragiri+ hilir dalam™ hal pelaksanaan
relokasi pasar terapung di kabupaten indragiri di atur dalam Peraturan daerah
nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman pengelolan pasar dan Kpts 135/11/HK-
2019 tentang pembentukan Tim koordinasi relokasi pasar terapung untuk
pedagang ikan dan daging JL. yos sudarso.Tembilahan di kabupaten indragiri
hilir.

Kabupaten indragiri hilir memiliki beberapa pasar yaitu, Pasar terapung
selodang kelapa, pasar kayu jati, pasar rumbai, pasar santan kelapa, diantara ke
empat pasar ini pasar terapung adalah pasar yang terbesar dan paling di minati
oleh banyak orang, karena letaknya yang strategis yang berada di tengah kota,

tetapi pada 27 april 2016 sebagian lantai pasar terapung daging dan ikan ambruk



yang membuat lobang yang cukup besar dan bisa dikatakan berbahaya untuk para
pedagang dan pengunjung pasar tersebut. (Agustina, 2017)

Pada (28/1/2019) sekitar 06.20 WIB lantai pasar terapung selodang kelapa
kembali ambruk sehingga memperparah kondisi pasar dansjuga jumlah kios dan
ios tempel yang membuat pasar semakin sesak, ditambah lagi dengan sisi langit
pasar yang retak sehingga dapat dikatakan bahwa pasar terapung selodang kelapa
ini bangunan tidak layak pakai, pada 1 agustus 2019 melalui (Disperindag) akan
membangun tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang pasar
terapung yang. mengalami ambruk los atau meja dagangan mereka pada tahun
2016 silam.

Pembangunan ini akan di laksanakan dan akan di rapatkan terlebih dahulu
oleh para pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir dan rencana pembangunan
yang akan dilakukan merupakan proyek konstruksi. yang-dimana proyek ini
berupa pekerjaan membangun produk fisik seperti jalan, jembatan, dan bangunan
pemerintah lainnya dan juga pemerintah harus memperhatikan kondisi tempat di
mana pembangunan akan di lakukan dan di atur dalam Peraturan Bupati Nomor
16 tahun 2017 tentang rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri
Hilir. (Santoso B. , 2009)

Pada pembangunan ini Pemerintah juga tidak akan membangun pasar di dekat
sungai atau di atas sungai lagi karena di anggap bangunan yang di bangun di atas
sungai atau air tidak akan bertahan lama, dan lagi menyalahi peraturan mentri
PUPR Nomor 28 Tahun 2015, Peraturan mentri PU N0,63/PRT/1993 dan PP No

38 tahun 2011 tentang garis sempadan sungai dan garis sempadan danau maka



dari itu pemerintah kabupaten indragiri hilir memutuskan untuk membangun dan
akan merelokasikan pasar terapung tersebut ke lokasi lain dan tidak di daerah
yang terkena batas sepadan sungan dan danau lagi . (Anggraini, 2018)

Ambruk nyalantai pasar terapung sudah.terjadi 2 kali, kurang lebih 20 meja
kios, upaya yang di lakukan pemerintah untuk ambruknya meja para pedagang
pada tahun 2016 silam di huatkan tempat pesampungan sementara(TPS) yang
diperuntukan untuk para pedagang yang meja dagangan yang ambruk 2016 silam
dan selesai akhir 2019 kemarin, sampai sekarang di ketahui tempat penampungan
sementara tersebut belum juga beroperasi.

Belum beroperasinya tempat penampungan sementara tersebut dikarenakan
jumlah tempat penampungan sementara yang di buat tidak mencukupi jumlah
pedagang yang mau di relokasi pasca ambruknya lantai pasar tersebut tercatat
sebanyak 235 pedagang , sedangkan yang baru selesai di bangun yaitu blok C 64
meja dan blok D yang juga berjumlah 64 meja, sehingga total yang sudah siap
hanya 128 meja dari dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, untuk diketahui
rencana pembangunan. tempat penampungan Sementara di pasar terapung
sebanyak 4 blok, tidak termasuk dengan.pasar terapung sembako yang pada
Agustus 2019 silam terbakar. Sehingga pemerintah menunggu bantuan dan dari
CSR bank Riau kepri untuk pembuatan blok B dan dari dana PT Pulau sambu
untuk pembuatan blok A.

Kemudian kendala berikutnya yang harus di hadapi pemerintah dalam
merelokasi pasar terapung ini yaitu tidak maunya para pedagang di relokasi ke

tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dengan beberapa alasan salah
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satunya karena pedagang mengangap bahwa lokasi pasar yang lama merupakan
lokasi yang strategis.

Hingga saat ini para pedagang masih berjualan di pasar tersebut dengan

jauh dari ada (31/1/2019) wakil | giti Hilir (INHIL)

Syamsuddi el; tangi - terapu ik me Kondisi pasar

baik untuk pedagang dan para pembeli, maka dari itu di perlukan pemindahan atau
relokasi secepatnya, maka dari itu Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan

mambentuk tim koordinasi Relokasi pasar Terapung antara lain.



Tabel 1.1 Tim Koordinasi Relokasi Penempatan Pedagang Ikan dan Daging

di Pasar Terapung Selodang Kelapa kab.Inhil.

NO NAMA / JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 Bupati IndragirisHilir PEMBINA

2 Wakil Bupati Indragiri Hilir PENGARAH

3 Sekretaris Daerah Kab.Inhil PENANGUNG JAWAB

4 Asisten Administrasi Ekonomi-Dan KETUA
Pembangunan Setda 'Kab:Inhil

5 Asisten Administrasi Pemerintahan WAKIL KETUA
Dan Kesra Setda Kab.Inhil

6 Kadis Perdagangan dan Perindustruan SEKRETARIS
Kab.Inhil

7 Kadis Perhubungan Kab. Inhil ANGGOTA

8 Kadis Lingkungan Hidup Dan ANGGOTA
Kebersihan Kab.Inhil

9 Kadis Perumahan Rakyat Dan ANGGOTA
Pemukiman Kab. Inhil

10 KABAN Pendapatan Daerah Kab.inhil ANGGOTA

11 Kepala BPKAD Kab.inhil ANGGOTA

12 Kepala BAPPEDA Kab.Inhil ANGGOTA

13 Inspektur Inspektorat Kab.Inhil ANGGOTA

14 Kasat Pol.PP Kab.Inhil ANGGOTA

15 KABAG Hukum SETDA Kab.Inhil ANGGOTA

16 KABAG Administrasi Perekonomian ANGGOTA
SETDA Kab.Inhil

17 KABAG Trantibum Dan LINMAS ANGGOTA
SETDA Kab.Inhil

18 Camat Tembilahan ANGGOTA

19 KABID Pasar DISPERINDAG ANGGOTA
Kab.Inhil

20 Lurah Tembilahan Kota ANGGOTA

Sumber: Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir
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Pembentukan tim koordinasi relokasi pasar terapung untuk pedagang ikan dan
daging ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya,

estetika, ekonomi, keamanan umum, kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk

\
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o
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QD
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selodang k
ditakutkan a

layak pakai.

23 A by

_ 20
<>

Pada ka
yang mengha a para pedagang

harus berjuala parkir.

2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambatan dalam implementasi kebijakan
relokasi terapung pasar selodang kelapa.
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi

pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir.
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2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor Penghambat dalam implementasi
kebijakan relokasi pasar terapung selodang kelapa di Kabupaten Indragiri

Hilir.

D. Kegunaaan Pe
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BAB I1

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

berbagai peristiwa dan gejala pe ecara baik dan benar.

Pemerintahan merupakan kumpulan orang-orang atau sekelompok orang-
orang yang memiliki atau di beri kuasa atau wewenang secara penuh untuk
memerintah dan untuk menerapkan segala peraturan atau hukum yang berlaku di
suatu negara atau wilayah tersebut maka dari itu pemerintah juga dapat dikatakan

sebagai badan atau lembaga yang memilki tugas untuk mencapai tujuan negara
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yang sudah di rancangkan dan terstruktur dengan kewenangan dalam pelaksanaan
proses kepemimpinan tersebut.

Pemerintah dari makna yang lebih luas merupakan suatu roda yang meliputi

pemerinta S : : g te at da U pengetahuan

yang bisa di ajarka _ : a terdapat ide,

dan peraturan-peraturan yang sudah di sahkan untuk di patuhi dan di terapkan
kepada seluruh masyarakat yang merupakan warga negara Republik Indonesia.

(Dr.Drs, 2017)
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b. Fungsi Pemerintahan

Fungsi dari pemerintahan itu sendiri ada tiga, yaitu pelayanan,

pemberdayaan dan pembangunan di mana ketiga fungsi ini merupakan hal-hal

setiap anggota memiliki tanggung jawabnya masing masing pula,maka dari itu
pemerintah membagi segala pekerjaan dan urusan pemerintah yang terbagi
menjadi beberapa bagian

Pemerintah juga merupakan banyak cara yang dilakukan dalam
mewujudkan tujuan dan kesejahteraan suatu negara dan Kkesejahteraan bagi

rakyatnya juga dan merupakan ilmu karena kebanyakan pemerintah merupakan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dari orang-orang yang berpendidikan dan memiliki skil sehingga dapat memenuhi

syarat sebagai pemimpin dalam memimpin berjalanya roda pemerintahan tersebut.

Fungsi pemerintahan menurut adam smith (1976)

fungsi
pemberdayze di a Kits * @’ tah yang harus
berjalan denga L | : , si tersebut yang
tentunya merupaka ang sang: : an masyz dalam suatu negara

tersebut

menjadi urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten kota, merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah yang di atur
dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan
pembagian ini dilakukan agar setiap pemerintah dapat menjangkau seluruh

masyarakat dan juga masyarakat lebih di perhatikan oleh pemerintah jika ada



pembagian tugas, yang terakhir ada urusan pemerintah umum dimana ini menjadi
kewenangan bagi presiden sebagai kepala pemerintahan.” (Firmansyah, 2015)

Urusan pemerintah ada dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, "urusan..pemerintahan-wajib meliputi hal hal seperti
pembangunan, penyediaan prasarana dan kebutuhan fasilitas lainnya sementara itu
urusan pemerintah pilihan merupakan urusn yang secara nyata ada dan berpotensi
meningkatakan kesejahteraan masyarakat melalui kekhasan dan keunggulan yang
dimiliki wilayah atau daerah tersebut sehingga setiap daerah atau wilayah
berbeda-beda pula urusan pilihannya dan salah satuurusan pilihan yang di lakukan
pemerintah yaitu melakukan relokasi yang memindahkan suatu tempat ketempat
yang lain dengan di pengaruhi beberapa faktor penyebab.

d. Pemerintahan Sebagai lImu

Pemerintahan merupakan  suatu = ilmu % pengetahuan yang dimana
pemerintahan memenuhi syarat yang terdapat dalam ilmu pengetahuan yang bisa
di ajarkan, sistemastis dan juga spesifik dan di dalamnya terdapat ide, gagasan
yang digunakan untuk membangun dan untuk meneapai segala tujuan yang ingin
di capai dalam menjalakan pemerintahan ini,.dan dalam arti sempit pemerintahan
hanya meliputi eksekutif saja sementara itu pemerintahan dalam arti luas meliputi
eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalakan roda pemerintahan dengan
kewenangan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengarahkan seluruh
urusan negara dengan berdasarkan UU dan peraturan-peraturan yang sudah di
sahkan untuk di patuhi dan di terapkan kepada seluruh masyarakat yang

merupakan warga negara Republik Indonesia. (Mulyawan, 2015)
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2. Kebijakan

a. Pengertian kebijakan

Menurut Mustopadidjaja (2010 : 3) Kebijakan merupakan suatu keputusan

menyelesai rencana atau

planing dal berubah-ubah
sesuai denge )

Kebijaka 0 ' > an hal yang harus
ditaati sehin g mengaturnya.

Dalam membe emeri atikan apa saja yang di

yang biasa disebut denga bija ' ang berkaitan dengan segala
kepentingan umum atau kepentingan untuk masyarakat banyak, yang bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga kebijakan publik tidak
terlepas dari bidang ekonomi, politik agama dan yang lainya. (Burhan Bungi,

2005)
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b. Tujuan Kebijakan

Dalam membentuk kebijakan pemerintah pasti memiliki alasan kenapa

kebijakan itu ada dan di terapkan dalam suatu negara tersebut, tujuan kebijakan

Wilson (2006:154) Kebijakan pemerintah merupakan tindakan-tindakan,
tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu,
langkah-langka yang sedang di ambil untuk diimplementasikan.

Kebijakan pemerintah merupakan segala urusan pemerintah yang di tujukan
untuk mengatur atau menata untuk kepentingan seluruh masyarakat dan

merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan hal-hal yang di aturnya yaitu
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lingkungan sekitarnya yang di jalankan oleh aktor-aktor pemerintah yang sudah di
percayakan melalui pemilihan umum dan pengangkatan jabatan, kebiajakan

publik merupakan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pejabat formal.
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merupakan

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan di salurkan untuk
mencapai sasaran(Ajtai et al., 2008)

Implementasi kebijakan merupakan penerapan atau pelaksanaan aturan
pemerintah dan biasa juga di katakan sebagai tindakan untuk memperbaiki atau
menjadikan sesuatu itu lebih baik lagi dengan menerapkan kebijakn kebijakan

yang telah dibuat.



Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi-aspirasi yang di sampai kan
masyarakat walau tidak semua aspirasi masyarakat dapat di wujudkan, dari
implementasi ini pemerintah dapat mengatur bagaimana seharusnya roda
pemerintahan itu.berjalan dan.bagaimana penerapan-penerapan atau implentasi
kebijakan kebijakan yang telah di buat dapat terlaksana dan dapat di patuhi oleh
seluruh masyarakat di indonesia.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses
kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan
dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.

b. Tahapan implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu dari banyaknya aktifitas
dalam menjalakan kan kebijakan dan sudah menjadi kuadrat bahwasanya setiap
kebijakan-kebijakan yang rtelah di buat dan, telah di~"sahkan harus di
implementasikan, agar segala kebijakan-kebijakan ini dapat terlaksanakan dan
tentunya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat jika pemerintah dan
masyarakat dapat bekerjasama dalam membangun indonesia sejahtera dan dalam
hal implementasi kebijakakan ini.memiliki.tahapan dalam menjalakannya antara
lain.

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan yang nantinya menjdi
dasar pelaksanaan kebijakan yang akan di gunakan atau diterapkan

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksanaan, yang mengurus segala
pelaksanaan implementasi kebijakan

3. Kesediaan kelompok yang ingin dituju untuk menjalakan keputusan yang
sudah di ambil atau sudah ditetapkan

4. Dampak yang terlihat dan nyata dari kebijakan atau keputusan yang di
ingini maupun tidak diingini.

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
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6. yang dilakukan jika diperlukan atas peraturan perundangan yang
digunakan (Kurniawan, 2009) (wahab, 2014)

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Faktor-faktor ye mempengaruhi  keberlangsungan dan keberhasilan

berjalan sesuai dengan rencana ya

3. Lingkungan, dan faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi
keberlangsungan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu faktor dari
lingkungan sekitar yang merupakan faktor di luar peraturan seperti kondisi sosial,
ekonomi, dan teknologi, dan dukungan publik, dan hal —hal ini sangat

mempengaruhi kelancaran dalam proses implementasi kebijakan tersebut,karena
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lingkungan sekitar merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam implemntasi
ini.

Implementasi menurut Edwars 111 (1980) Ada empat yaitu: (Dwiyanto

pikasi yang

untuk me an ] ija c ut, Penyampaian
pelaksanaan
yang bisa saja
terjadi  akit ampali -L:l- al “ini  pemerintah
merupakan Orang ya _ : sampaikan kepada

masyarakat tenta ebijakar i pas an oleh pemerintah

sudah dikomunikasikan dengan baik tetapi harus tetap memperhatikan
sumberdaya nya juga siapa saja yang ikut berperan dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan relokasi pasar terapung tersebut agar implementasi
kebijakan ini berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan struktur yang telah

dibuat.
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3. Faktor disposisi, dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang baik
sangat di perlukan impmentor yang memiliki watak yang baik pula, bukan hanya

wataknya saja tetapi dari segi karakternya juga diharapkan baik karena jika si

nantinya dapat
uslih Faozanudin,
2017)
4. Pasar
a. Pengertian Pasar
Menurut H. Nystrom pasar merupakan tempat tertentu yang digunakan
sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen
singkatnya merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan

konsumen (Nursalam, 2016 & Fallis, 2013).



Pasar merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menyediakan atau
menjual berbagai bahan pangan dan benda-benda lain yang di butuhkan
masyarakat sebagai keperluan untuk hidup, pasar juga merupakan salah satu dari
berbagai institusiy” sistem, hubungan sosial;«sistem  danwinfrastruktur tempat
masyarakat berdagang atasu tempat usaha yang di mana kita dapat menemukan
para pedagang menawarkan. daganganya: mulai dari barang hingga jasa, dan
mereka menggunakan uang untuk membeli barang tersebut, berbeda halnya
dengan zaman dahulu masyarakat membayar barang dengan barang dan jasa
dengan jasa yang sering kita sebut dengan sistem barter. (D.Indriati SCP, 2008)

Pasar merupakan area tempat jual beli barang yang dimana barang yang di
jual bukan hanya satu barang tetapi ada banyak jenis barang yang di jual, mulai
dari penjualan bahan pangan seperi ikan, ayam, daging dan lain lain dan juga
pasar menjual ‘barang berupa.pakaian hingga .barang-barang elektronik. Pusat
perbelanjaan yang Kita kenal bukan hanya pasar tradisonal saja, tetapi ada banyak
pusat perbelanjaan mulai dari pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, dan
sebutan lainnya yang menawarkan barang-barang yang sama hanya saja dari satu
tempat dengan tempat yang lain hanya berbeda kualitasnya saja.

Pasar secara umum merupakan tempat transaksi di mana sekumpulan orang
melakukan transaksi dengan berjualan dan membeli barang atau jasa yang
tentunya mereka mendapatkan atau saling menguntungkan, bukan hanya pembeli
dan pedagang saja yang di untungkan tetapi pasar juga merupakan salah satu
faktor meningkatkan perekonomian suatu daerah, ada beberapa fungsi dari pasar

yang ternyat bukan hanya tempat jual beli saja antara lainya yaitu dari
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b. Bentuk dan Jenis Pasar
Pasar berdasarkan bentuknya terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari

sifat dan wujudnya, luas wilayah, menurut organisasi pasar, dan menurut barang

onkret dan

L\ \od

nyata, yan inginkan bisa

23

langsung d para pembeli

bertemu la dan transaksi

dilakukan seca

eSS LS LY

membuatnya sehingga pembelian di pasar ini harus memesan jauh sebelum
pengambilan barangnya, misalnya seperti pembelian baju atau sepatu yang sesuai
dengan model dan desain yang Kita ingini, sehingga pedagang membutuhkan
jangka waktu untuk membuat pesanan tersebut dan misalnya dengan memberi
contoh bentuk dan model baju kepada si pembeli, seperti itulah pasar abstrak

tersebut. (Reksoprajitno, 1993)



Dalam hal luas wilayah pasar di bagi menjadi 4 yaitu.

1. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi
beberapa negara.

2. Pasar internasional, adalah pasar yang pemasarannya mencakup seluruh
negara di dunia.

3. Pasar lokal, adalah pasar yang pemesarannya di.daerah tertentu dan
pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat
sekitarnya.

4. Pasar nasional, adalah pasar yang pemasaranya meliputi wilayah satu
negara saja.

Bukan hanya bentuk tetapi pasar juga memiliki jenis-jenis pasar yang
membedakan satu pasar dengan pasar yang lain Adapun beberapa jenis pasar yaitu
pasar nyata, pasar abstrak, pasar tradisional dan pasar modern dan di indonesia
kebanyakan orang mengenal pasar yaitu pasar Tradisional dan pasar modern
seperti berikut:

1. Pasar Tradisinal, merupakan tempat bertemunya para penjual dan calon
pembeli dan ada‘interaksi dan transaksi yang dilakukan kedua belah pihak dimana
di pasar tradisional ini memberlakukan ststem tawar-menawar untuk mensepakati
harga sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli, sehingga jika sudah
disepakati maka barulah terjadi aktifitas jual beli tersebut, bangunan pasar
tradisional biasanya berupa kios, atau gerai dan pada umumnya pasar tradisonal
berada di tempat terbuka dan merupakan pasar yang dibuka oleh pengelolah pasar
dan biasanya pasar tradisional di kelolah oleh pemerintah daerah tersebut dan
salah satu contoh pasar tradisional yaitu pasar terapung atau pasar apung.
(Tambunan, 2020)

2. Pasar modern, merupakan tempat perbelanjaan yang mengadopsi
perkembangan zaman yang semakin canggih, bisa kita lihat dari bangunan yang

bisanya berada di gedung-gedung besar dan didalam pasar modern ini tidak
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menerapkan sistem tawar-menawar karena harganya sudah di tetapkan, dan

biasanya pasar modern ini merupakan pasar yang bersih dan terstruktur sehingga

kita tidak menemukan jalanan yang becek seperti di pasar tradisional.

bagi setiap daerah se us t ahankan dan harus
selalu mem bemerintah juga

harus mem 2tap  menunjang

waktu, serta sistem transaksi dilokasi pasar itu sendiri.

Pasar merupakan tempat di mana masyarakat melakukan transaksi jual beli
dan saling menguntungkan sedangkan yang di katakan dengan pasar terapung
merupakan pasar yang melakukan transaksi jual beli di atas perahu atau sampan,
Pasar terapung adalah sebutan yang biasanya di gunakan orang orang untuk

menamai sarana jual beli yang dilakukan di atas sungai atau danau baik itu pasar
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yang proses jual belinya terjadi di atas perahu atau sampan maupun proses jual

beli yang di lakukan di bangunan yang berada di atas sungai maupun

danau.(Geografi, 2016).

sarana rekreasi bagi masyarat dan turis turis mancanegara dan akan berkembang
mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern tetapi tidak menghilankan

kearsian pasar terapung tersebut.



b. Bentuk dan Jenis Pasar Terapung

Pasar terapung merupakan pasar yang bisa dikatakan unik karena proses
berlangsungnya jual beli di atas sungai atau danau, pasar terapung juga memiliki
beberapa bentuk dan jenis pasar.antara lain jenis=jenis pasarterapung yaitu

1. Pasar terapung menggunakan sampan, pasar terapung yang menggunakan
sampan merupakan pasar terapung /yang-iasa,kita kenal baik di mancanegara
maupun dunia, proses jual beli yang dilakukan di atas sungai atau danau dengan
menggunakan sampan, ini bisa kita temukan di berbagai daerah dan salah satunya
di kalimantan, proses jual beli menggunakan sampan yang mana si pembeli akan
menunggu di pinggir sungai atau para pembeli juga menggunakan sampan untuk
menjangkau pedagang-pedagang pasar terapung tersebut, dan.biasanya pasar ini
beroprasi di pagi hari sekitar pukul 05.00 hingga menjelang siang.

2. Pasar terapung bangunan, seperti pembahasan di atas'kita mengenal pasar
terapung pada umumnya ialah pasar yang menggunakan sampan atau perahu
untuk melakukan transaksi di pasar terapung tersebut, seiring berkembangnya
zaman pasar terapung sudah berevolisi menjadi sebuah bangunan-bangunan tetapi
masih berada di atas sungai atau ‘danau,  hanya saja sedikit modern dari
sebelumnya, dan proses transaksi pasar terapung yang beroprasi di dalam
bangunan ini tidak jauh berbeda dengan pasar terapung yang menggunakan
sampan, proses jual belinya juga masih sama.

Adapun bentuk-bentuk pasar terapung merupakan pasar yang menawarkan
segala jenis barang, pangan hingga jasa dan dimana pasar tersebut juga

merupakan pasar yang transaksinya para pedagang dan para penjual bertemu
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langsung, dan juga di pasar terapung juga bisa kita lihat sistem tawar-menawar

sehingga pasar terapung kalau kita samakan lebih dominan ke pasar tradisional

dan bukan ke pasar modern.

terapung J j : da tau aktivitas
perekonomian alan ' - a'menjadi tempat
berdagang tetag : af : ! at _menjadi tempat
wisata, dan
terapung perta
didukung ole
satu tempat

6. Relokasi

lahan lain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam
perencanaan dan pembangunan relokasi.

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang lain dengan
berbagai faktor yang mempengaruhinya dan dengan pertimbangan tertentu,dan
biasanya relokasi di lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang baru seperti suasana

baru dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya relokasi misalnya seperti
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tempat itu sudah tidak layak pakai, menggangu masyarakat, merusak sarana dan
prasarana publik dan banyak hal lain yang menjadi faktor mengapa relokasi itu di

lakukan. (Hasan Ismail, 2018)

pasar yang
dilakukan ' pemer ana yang sering Kkali
terganggu denga aknya [ A ak-strategis seperti
berada di : yan 3 anyak sekali para
pedagang v a ‘- Ja -L :h_ S 3 “gr asi di lakukan

untuk meningkatkan kesejahteraan- onomian daerz n.mencakup bidang

bertujuan meningkatkan ekonomi, menjaga ketertiban dan yang lain, dan adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi relokasi yaitu

Faktor rendahnya pengunjung

merusak keindahan infrastruktur

Mengembangkan dan memperluas usaha

Tempat lama tidak strategis.

Terjadi bencana,seperti kerusakan hingga kebakanran pasar.

AR A



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah

dilakukan, dimana topik yang di kaji memiliki persamaan dan merupakan bukti

bahwa penelitian.serupa sudah-pernah dilakukan dan layak untuk di teliti kembali

dengan perbedaan subjek, objek serta teknik penelitian yang digunakan sehingga

penelitian ini -menjadi penelitian: yang:batu, penelitian terdahulu dapat kita lihat

dalam tabel berikut:

Tabel . I.11. : Penelitian Terdahulu yang relevan
No Nama Judul Persamaan Perbedaan
(1) ) ©) (4) ()

1 | Maesellus Implementasi Kebijakan | Implementasi Tempat dan
H.M.Djanga | Pemerintah Daerah kebijakan daerah penelitian
(2016) Kabupaten Ngada Dalam. | relokasi pasar, berbeda, faktor

Relokasi Pasar penelitian di mengapa
Tradisional(studi kasus pengaruhi dilakukan relokasi
pelaksanaan relokasi heberapa faktor | pasar berbeda
pasar inpres:bajawa,

kabupaten ngada,

provinsi NTT)

2 | Muhammad | Implementasi Kebijakan | Kebijakan dan Fator yang
Sofyan Pemerintah Kota Medan | relokasi pasar, mempengaruhi
(2017) Terhadap Pedagang Kaki | serta lebih sehingga di

Lima Di Kota kepada evaluasi | akukan
Medan(Studi kasus kebijakannya relokasi,tempat
relokasi pedagang kaki yang di bahas dan daerah
lima pusat pasar medan

dan sekitarnya)

3 | Michael Implementasi Kebijakan | Meneliti Faktor yang
Rakinaung Pemerintah Dalam implementasi menjadi alasan
(2018) Relokasi Pasar Tobelo kebijakan relokasi pasar

Kabupaten Halmahera pemerintah dilakukan, Tempat
Utara dalam relokasi dan daerah

pasar, dan

menggunakan

metode

kualitatif,
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan

(1) (2) ®3) 4) ()

4 | Nove Implementasi Kebijakan | Tentang relokasi | Tempat dan
Mustafa Relokasi Pasar Pagi di pasar, metode daerah penelitian,
(2011) paten Grobongan kualitatif, faktor | Tujuan relokasi

S empat dan

‘r daerah

penelitian,dalam
penelitian ini
sudah memiliki
tempat tujuan
relokasi pasar

\‘é%

‘\\\\\\'\“‘

%



C. Kerangka Pikir
Tujuan dan proses yang di harapkan dalam penelitian ini sehingga dapat

berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan demi tercapainya relokasi

iy disay yejepe il udwnyo(]
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A

Faktor- faktor yang

Dinas Perindustrian dan mempengaruhi
perdagangan implementasi (George C,

Edward I11)

-Komunikasi
-Sumber Daya
-Disposisi

Terciptanya Pasar

A

\ 4

Terapung

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021
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D. Konsep Operasional
Adapun yang menjadi konsep oprasional dalam penelitian yang berjudul

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokai Pasar Terapung Di kabupaten

l_agar meminimalisir

‘-.1“‘ .Qé ‘ yang akan

kuasaan untuk
secara luas

il dari eksekutif,
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3. Konsep Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan kebijakan
yang telah di buat yang di arahkan untuk tercapainnya segala tujuan-tujuan
yang sudah di rancangkan dalam keputusan kebijakan.

4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik merupakan kebijakan pemerintah

yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau
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kebijakan secara umum dan juga merupakan suatu program pencapaian

tujuan dan nilai-nilai tertentu.

. Konsep Relokasi Pasar merupakan pemindahan suatu tempat ketempat

terkenal berada di thailand kerena sebagian wilayah di thailand merupakan

perairan, indonesia juga meliliki pasar terapung yang terletak di beberapa
daerah dan pasar terapung yang cuku besar dan terkenal berada di

banjarmasin.
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E. Oprasional Variabel

Tabel 11 .1l : Konsep Oprasional Implementasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Relokasi Pasar Terapung

Item Penilaian

-Mengetahui apa bentuk

a yang harus di ambil
am menyelesaikan
asalah.

A%V
A
2
2

.

" | Memastikan bahwa
‘| ebijakan dan peraturan
" ang digunakan sesuiai
.' engan permasalahan,

I

terjadi sesu
suatu progr
dinyatakan
berlaku ata
dirumuskan
merupakan
perhatian

gar setiap masalah
apat terselesaikan dan
‘f uga memastikan yang
#I erjadi sebenarnya.

emastikan bahwa
kondisi tempat yang
menjadi terget
kebijakan sesuai dengan
kebijakan yang akan di
turunkan atau di
laksanakan,dan juga
memastikan bahwa
kebijakan yang di buat
dan dilaksanakan dapat
meneyelesaikan
permasalahan yang ada
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-Menurut George Implementasi 1. Komunikasi Mendengarkan.memban
Edward 11 Kebijakan ca.mengindetifikasi,
Faktor-Faktor yang memahami maksud dan
mempengaruhi tujuan, komunikasi
implementasi yang jelas dan baik
Kebijakan
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2. Sumber daya, Memastikan bahwa
SDM yang merupakan
anggota atau pekerja
memiki kemampuan
dan kinerja yang bagus
dan baik dan terlebih
yang paling penting

ejujuran yang terutama

kan dengan
r,adil agar terwujud

emastikan bahwa
" ruktur dan sistem
" | yang digunakan sudah
‘l esuai dengan aturan
yang telah dibuat
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

dalam penelitia : ) : g sebenarnya
sedang terjadi~c ~ kU penelitian haruslah
mengetahui Serte s e penelitic : ) am penelitian

tersebut.

B. Lokasi Peneliatian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu di dinas
perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) yang menangani pelaksanaan
kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan di Tembilahan Kota,
selanjutnya penelitian akan di lakukan juga di pasar terapung yang berada di jalan
yos sudarso Tembilahan, dan juga penulis akan melakukan penelitian di tempat

penampungan sementara (TPS), dan juga penulis akan meneliti ke tempat-tempat
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para pedagang yang berjualan di pinggir jalan di sekitaran daerah pasar terapung
tersebut.

C. Informan Penelitian

&
4
s
= J
=
o
o
e
=
N

¥
p

serta dalam pengimplementasian kebijakan pasar terapung selodang
kelapa di kabupaten indragiri hilir tersebut, merupakan orang yang
menjadi sumber informasi yang mengetahiu segala sesuatu tentang
relokasi pasar yang akan dilaksanakan tersebut sebagai subjek utama
yang memiliki informasi yang akurat mulai dari data, peraturan dan

kebijakan hingga kegiatan lapangan yang akan dan yang sudah di
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lakukan, dan yang juga dapat menghandel segala kegiatan dan

pergerakan proses relokasi tersebut, dan menjadi key informan dalam

penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Data Primer
Data primer adalah pengumpulan data yang di proleh dari wawancara dan
observasi yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan untuk mencari
data yang di butuhkan, salah satunya dengan memberikan pertanyaan kepada
informan dan nantinya akan di jawab oleh informan mengenai relokasi pasar

terapung di kabupaten indragiri hilir dan yang dikatakan informan di sini adalah
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kepala Dinas perindustrian dan perdagangan, Kepala bidang pasar dan para
perdagangan dan para pedagang di pasar terapung serta para warga yang tinggal di

sekitar pasar terapung di kabupaten indragiri hilir Tembilahan.

ropra i'pasar terapung

pasar terapun
ﬂ,' pung

oo

pengumpulan data melalu st langsung dengan narasumber yang
ingin di tanyai mengenai bahan penelitian yang tentunya narasumber ini
merupakan orang yang tau tentang permasalahan atau bahan penelitian ini,
dalam wawancara ini yang sangat di utamakan adalah informasi dan
keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan di teliti,
dalam wawancara ini penulis merupakan orang yang memberikan

pertanyaan dan narasumber merupakan orang yang akan menjawab
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pertanyaan-pertanyaan yang di lontar kan oleh peneliti, di lakukannya teknik
wawancara ini agar penulis bisa mendapatkan data yang pasti dan nyata dan

juga dengan wawancara ini penulis bisa mendapatkan data yang lebih

pengumpulan data
pulan ini  dapat
n ke lapangan
ata yang di dapat

pengamatan ini

merupakan data yang nantinya dapat menjawab segala pertanyaan yang ada
dalam penelitian ini, maka dari itu penulis harus memahami hal-hal apa saja
yang harus di dokumentasi kan sehingga menghasilkan data yang akurat dan
pasti, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui
pengambilan data-data berupa file, dokumentasi, catatan, administrasi yang

sesuai dengan masalah dalam penelitiannya, dan data-data ini juga di dapat
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dari lembaga yang di teliti dan merupakan data yang di peroleh dari arsip-

arsip dan dokumen-dokumen di lembaga tersebut dan dokumennya bisa

berbentuk tabel, gambar, tulisan atau lain lain. (Hamidi, 2010)

datanya kart jah te dan suda el mpoka membuat data
tersebut mu
dapat melalul wav ara obsevasi yanc i dl sehingga datanya
merupakan d
Menurut S
kualitatif, yaitu
1. Reduksi Data.
Merupakan tahapan teknik analisis data dimana data tersebut di
sederhanakan sedemikian rupa membuang data-data yang dianggap tidak di
perlukan agar memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dengan data
yang sudah di rangkum yang memilki makna yang kuat untuk penelitian

tersebut.
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2. Display Data (penyajian data).
Merupakan tahapan teknik analisis data yang dimana penyajian data tersebut

di lakukan untuk membuat data-data yang akan di gunakan tersusun secara

yaitu menarik
ui wawancara,

observasi dan'd enta “sudah melalui ar 2 menghasilkan
.ok



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel I11.1 Tabel jadwal kegiatan penelitian tentang implementasi kebijakan
pemerintah dalam relokasi pasar terapung di Kabupaten Indragiri Hilir
Tembilahan.
NO Desember | Januari.(-Februari April | Agustus | September
1 Persiapan dan
penyusunan UP
2 Seminar UP
3 Perbaikan
4 Pengurusan
rekomendasi
penelitian(riset)
5 Penelitian
lapangan
6 Penelitian dan
analisis data
7 Penyusunan
laporan
penelitian
(Skripsi)
8 Konsultasi
perbaikan
skripsi
9 Ujian skripsi
10 | Revisi dan
pengesahan
skripsi
11 | Penggandaan
serta
penyerahan
skripsi

Sumber: Olahan Penulis, 2021
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai keadaan,

tugas-tugas

Indragiri H

perak dan sungai yang terbesar yaitu sungai Indragiri Hilir yang berhulu di
penggunungan bukit barisan( danau singkarak)

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas daratan 11.605,97 km?dan memiliki
31 pulau. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan proyeksi penduduk

tahun 2019 sebanyak 740.598 jiwa yang terdiri atas
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379.805 jiwa penduduk laki-laki dan 360.793 jiwa penduduk perempuan.
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019, penduduk laki-laki

terhadap penduduk perempuan sebesar 105,27. Ibu kota Indragiri Hilir yaitu Kota

Utara dan 1° 07 > Sela : > Bujur Timur.
Berdasark : nd erada di pantai
timur pula a V3 rupakan ¢ el Provinsi Riau dan

berbatasan

memiliki batas-

d. Sebelah Timur : Tanjung Balai karimun ( Provinsi Kepulauan Riau )
B. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan
Undang-undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 wilayah
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administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan,
174 Desa.

Pada tahun 2011, jumlah Kelurahan, Desa di Kabupaten Indragiri Hilir

menjadi z h wyak 4 Desa.Perda
Nomor 5 anta ') ) ' arena adanya

pemekaran Kelurahan.P engatt ang | bentukan Desa baru

NO Jumlah Desa
1. | Tembilahan 8 -
2. | Tembilahan Hulu 13.899 km? 2 4
3. | Keritang 94.642 km? 1 16
4. | Reteh 53.183 km? 3 11
5. | Enok 880,86km? 4 10
6. | Tanah Merah 47.660 km? 1 9
7. | Kuala Indragiri 71.495 km? 1 7
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8. | Tempuling 75.287 km? 4 5

9. | Batang Tuaka 39.118 km? 1 12

10. | Gaung Anak Serka 64.995 km? 3 9

11. 207.617 km?

—

@
N L\ Nt

S L LTS

C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Indragiri Hilir.
Kabupaten indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang ada di
provinsi Riau yang memiliki pasar terapung yang merupakan pasar tradisional
yang masih ada sampai saat ini yang di kelola oleh Dinas Perdagangan dan

perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
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1. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri

Hilir.

fungsinya masing-masing tetapi tetap satu tujuan.

Berikut Struktur organisasi Dinas Perdaganagn dan Perindustrian Kabupaten

Indragiri Hilir:



Hod

Gambar 1.1l : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir

a

B

idang Perdagangan
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Pendaftaran

Barang Kebut
dan Barang

Seksi Stabilitasi Harg

ala Bidang Kemetrologian

(N |
H N\ PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM

AN E

SEKRETARIS

ALUASI DAN DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN

Kepala Bidang Perindustrian

Seksi Pelayanan Tera

dan Tera Ulang

Seksi Pengawasan

Seksi
Pembangunan

Kemetrologian

Seksi Fasilitas
Industri Kecil Dan
Menengah

Seksi Pembinaan
SDM Kemetrologian

Seksi Fasilitas
Pengawasan Perizinan
dan Informasi Industri
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D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di provinsi riau yang

juga memiliki polisi daerah atau yang biasa kita sebut dengan polisi pamong praja

dari menjaga, mengawasi

.ig.

Kepolisian Negara Repu ndonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
daerah, dan/atau aparatur lainnya ;

6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

2. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang terdiri dari

berbagai bidang hingga bagian-bagian yang dimana memiliki tugas dan

fungsinya masing-masing tetapi tetap satu tujuan.




Gambar I1.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
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E. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Indragiri Hilir.

Kabupaten indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah di provinsi riau yang

Bidang Cipta Karya.

2) Pelaksanaan Kebijakan pada sekretariat, Bidang Sumber Daya Air,
Bidang Bina Marga, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan
Bidang Cipta Karya.
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3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang Sumber
Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Bina Knstruksi, Bidang Tata
Ruang, dan Cipta Karya.

4) Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang Sumber Daya

ang, dan Bidang Cipta

s \\\\\“ .00 9

SRATAS iMbteeg n

*-'o

-

Y

2. Dinas Pe 3 n da : G Hilir merupakan

dimana



Gambar 1.1l :

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan

i.sumber data primer.

\“\‘\“ .’e. dapun yang

Perempuan

Jumlah 7

Sumber: Olahan penulis 2021
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b. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur informan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu

dalam berfikir dan bertindak, karena semakin tinggi umur seseorang maka akan

penungkatan sumber daya manusia a semakin tinggi pendidikan seseorang
maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan sangat berperan penting
dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan
yang lebih tinggi pada pembelajaran yang akan diberikan kepadanya dibandikan

dengan seseorang yang pendidikannya lebih rendah, untuk lebih jelas dapat dilihat

pada table berikut:
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Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan Jumlah

narasumber

pekerjaan dari




B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Terapung
Selodang Kelapa
1. Karakteristik Masalah Dalam Impelementasi Kebijakan Relokasi
Pasar Terapung
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman
dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri,S:Sos selaku kepala bidang pasar di
dinas perdagangan dan perindutrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1
September 2021 mengatakan bahwa;

Hanya sebagian pedagang yang setuju untuk di relokasi, itu karena meja
mereka yang ambruk, pasca ambruk pertama sekitar 25 meja pedagang
yang jatuh ke sungai dan yang kedua kira-kira jadi 40 meja pedagang yang
jatuh kesungai, sehingga membuat lobang di lantai pasar semakin besar,
jadi pasar tersebut masuk dalam kategori bangunan yang tidak layak untuk
digunakan, karena berbahaya bauk untu.para pedagang juga untuk para
pengunjung, tapi hingga saat ini para pedagang masih banyak yang masih
berjualan di bangunan lama disekitar bagian depan pasar, padahal TPS
sudah hampir selesaiswalaupun jumlah TPS saat ini masih kurang untuk
menampung seluruh pedagang, tetapi kami mengutamakan para pedagang
ikan dan danging untuk direlokasi, mereka tidak mau pindah dengan alasan
posisi meja TPS yang tidak strategis karena terlalu kebelakang, dan juga
karena saluran pembungan di TPS tersebut yang belum ada sehingga
membuat genangan air limbah yang bau, untuk genangan air tersebut kami
juga sedang mengupayakan nya, karena kami juga mendapatkan komplen
dari para penduduk sekitar karena terkena dampak dari limbah tersebut.

Diketahui bahwa para pedagang tidak mau untuk dipindahkan dengan alasan
Meja TPS yang dibangun oleh pemerintah tidak strategis karena memang posisi
beberapa meja membelakangi jalan pasar, dan juga mereka tidak mau dipindahkan
karena air limbah dari ikan dan daging yang tergenang karena belum adanya
saluran pembuangan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal saluran pembuangan

ini juga mendapat komplen dari masyarakat yang tinggal di sekitar pasar.



Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H. Tarudin,
SE selaku Seksi prasarana dan Penempatan di Dinas perdagangan dan
perindustrian Kabupaten indragiri Hilir pada Kamis, 2 september 2021

mengatakan bahwa;

Pada awal kejadian ambruknya lantai pasar terapung lalu seharusnya dari
awal jika'para pedagang mau di relokasikan ke pasar pagi dan pasar kayu
jati mereka tidak perlu bertahan dengan.meja tempel seperti yang mereka
pakai saat ini, sementara tercatatat kurang lebih ada 50 meja yang kosong
di pasar kayu jati dan ada 26 meja yang tidak terpakai di pasar pagi, tetapi
mereka enggan untuk-di pindahkan ke sana dengan alasan pasar tersebut
jauh dari sungai dimana: mereka mendapatkan ikan atau mereka membeli
ikan, sehingga kami juga tidak bisa memaksa mereka, dan juga dengan
bangunan TPS ini masih ada pedagang yang tidak mau di pindahkan
dengan alasan meja yang di buat tidak kokoh, posisi yang terlalu di
belakang dan posisi yang membelakangi jalan sehingga para pedagang
masih bertahan berjualan di bangunan lama yang kita tau bangunan itu
sangat berbahaya bagi para pedagang dan para pengunjung.

Berdasarkan Wawancara ini, dinas perdagangan dan perindustrian dari awal
kejadian ambruknya lantai pasar tersebut langsung melakukan kunjungan ke pasar
tersebut, dan memberikan pengarahan kepada para pedagang yang mejanya di
sekitar lantai yang ambruk untuk tidak berjualan terlebih dahulu, dan telah
memberikan kebijakan untuk merelokasi para pedagang ke pasar-pasar yang ada
di indragi hilir yang masih banyak kosong dantidak di gunakan, tetapi tidak di

indahkan para pedagang tersebut.



Sementara itu hasil wawancara dengan pedagang pasar terapung selodang
kelapa yaitu bapak Alfian pedagang yang meja dagangannya ambruk pasca pada

awal kejadian, pada 4 september 2021 mengatakan;

Tidak tanggap cepat pemerintah pasca ambruk pasar tu, dari 2016 amruk
pasar ini selama tiga tahun lebih tidak ada tindakan dari pemerintah untuk
memperbaiki atau membangun kan tempat sementara bagi kami, meja
tempel yang kami pakai selama ini meja buat sendiri. Lama menderita di
dalam tu dengan meja tempel, dan selalu was-was takut ada rubuh susulan,
seakan tidak perduli, kebijakan pemindahan ini pun tidak jelas, tidak ada di
diskusikan atau membuat kesepakatan dengan pedagang-pedagang disini.

Dari wawancara ini diketahuiibahwa jpemerintah tidak langsung menindak
pemersalahan ambruknya lantai pasar terapung tersebut, sehingga selama 3 tahun
lebih para pedagang harus menunggu hingga adanya pembangunan, sehingga
para pedagang terpaksa bertahan berjualan dipasar.tersebut dengan menggunakan
meja tempel yang dibuat sendirt, dan setiap saat harus tetap waspada karena takut

akan ada ambruk susulan lagi.



Sementar itu hasil wawancara dengan pedagang pasar terapung selodang
kelapa yaitu bapak Yogi Amdani pedagang yang meja dagangannya ambruk pasca
pada awal kejadian, pada 4 september 2021 mengatakan;

Lama kami.menderita seperti ini, dari-2016 sekitar-hampir 4 tahun baru
ada kejelasanTPS ni di bangun, terlalu lama kerja pemerintah ini, setelah
di-bangun ini masih banyak tidak dapat tempat, dan ada beberapa meja
yang belum digunakan tapi besinya udah bengkok-bengkok jadi pedagang
disini tidak maulah dipindahkan, mereka lebih milih jualan di sekitar pasar
lama itu dengan meja tempel, ini saja kami‘jualan disini kami sendiri yang
menyemen meja ini, 2 meja ini sampai 5 jutaan menyemennya ni, mau tidak
mau, sealnya kami ini sama sekali tidak bisa berjualan di-tempat lama lagi,
takut juga kalau ada ambruk susulan.

Diketahui- bahwa hasil wawancara dari pedagang sebelumnya yang
menyatakan sama dengan pedagang ini bahwa Kkinerja pemerintah sangat lama
dalam menanggapi ambruk lantai pasar terapung tersebut, dan tindakan yang di
ambil terlalu bertele-tele, dan lagi kualitas TPS yang dibangun juga tidak baik,
akibatnya para pedagang harus mengeluarkan biaya lagi untuk meja dagangan

mereka masing-masing agar mejanya kuat sehingga mereka harus menyemen

meja dagangannya.




2. Karakteristik Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar
Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H. Tarudin,
SE selaku Seksi prasarana dan Penempatan di Dinas perdagangan dan
perindustrian Kabupaten indragiri_ Hilir pada Kamis, .2 september 2021

mengatakan bahwa;

Dalam relokasi pasar terapung Selodang kelapa, kami dinas perdagangan
dan perindustrian® melakukan relokasi karena beberapa faktor vyaitu
bangunan pasar terapung tersebut memang tidak layak pakai lagi akibat
ambruknya lantai pasar tersebut, dan juga kami melakukan relokasi ini
karena terbakarnya pasar terapung selodang kelapa sembako yang
menambah jumlah pedagang yang harus di relokasi, dan juga posisi pasar
awal yang menyalahi peraturan PUTR nomor 28 tahun 2015 tentang garis
sepadansungai dan sempadan danau tetapi pada saat ini kami
memrioritaskan terlebih dahulu para pedagang ikan dan daging untuk di
relokasi, dalam hal ini kami dinas perdagangan dan perindustrian
melibatkan dinas atau intansi lain dalam kesepakatan pelaksanaan
kebijakan relokasi pasar tersebut mulai dari bupati hingga anggota
pelaksana relokasi pasar terapung ini. Dalam implementasi kebijakan
relokasi pasar terapung selodang kelapa tersebut bupati membentuk tim
koordinasi . dalam Kpts; 135/11/HK-2019' tentang pembentukan Tim
koordinasi relokasi pasar terapung yang beranggotakan (terlampir) yang
ikut dalam rapat yang diselenggarakan di kantor desa kemarin dan di ikuti
oleh peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan
pasar yang dikelolah oleh pemerintah daerah.

Diketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mendukung untuk
dilakukannya relokasi pasar terapung-tersebut, sehingga dinas perdagangan dan
perindustrian mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam perda nomor 16
tahun 2009 tentang pengelolaan pasar yang di kelolah oleh pemerintah dan lagi
dengan adanya Kpts 135/1I/HK-2019 tentang pembentukan Tim koordinasi
relokasi pasar terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri hilir, dengan
peraturan itulah dinas perdagangan dan perindustrian merelokasi pasar terapung

tersebut dan juga memperhatikan peraturan-peraturan terkait dalam proses



relokasi pasar tersebut seperti memperhatikan batasan-batasan pembangunan yang
akan dilakukan.

Selanjutnya hasil wawancara bersama ibu lenny sriayu indriyati. S.T selaku
kepala seksi pengendalian divkantor Dinas.Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten indragiri Hilir pada 14 september 2021 mengatakan bahwa.

Memang benar bahwa-dinas: pedagangan dan perindustrian sudah
mengkoordinasikan:ke kami dinas PUTR ‘danskemarin juga sudah masuk
surat izin bangunan yang di serahkan awalnya ke bagian tata ruang, karena
itu wewenang kami disini memberikan izin pembangunan, Kalau di atas
sungai kan sudah tidak di perbolehkan lagi maka dari itu pembangunan
harus dilakukan di darat, maka dari itu mereka juga melakukan koordinasi
kepada bidang bina marga, dari dinas PUTR tidak menyarankan jikalau
dinas perdagangan dan perindustrian memperbaiki atau membuat kembali
bangunan di atas sungai tersebut karena menyalahi peraturan mentri PUPR
nomor 28 tahun 2015 itu, adanya bangunan pasar terapung lama ini karena
dulu belum ada peraturan yang mengatur tentang garis sepadan sungai ini,
dalam perturan mentri PUPR. terdapat pada pasal ke 5 pembangunan boleh
dilakukan jika di daerah perkotaan minimal 10 meter dari tepian sungai.

Diketahui dari Dinas Pekerjaan Umum dan ‘Tata Ruang juga membenarkan
bahwa adanya Kketerlibatan dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang dalam proses
pembangunan hingga proses relokasi pasar tersebut, dalam hal penempatan posisi
bangunan yang akan di bangun harus melalui persetujuan dari dinas PUTR apakah
tidak menyalahi peraturan-perturan yang.ada, pembangunan pasar tidak lagi
dilakukan di atas air karena menyalahi peraturan mentri tetntang garis sempadan
sungai, dan juga jika pembangunan tetap dilakukan di atas air, bangunan tidak
akan bertahan lama.

3. Lingkungan Pasar Yang Menjadi Tempat Relokasi

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman

dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di



dinas perdagangan dan perindutrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1

September 2021 mengatakan bahwa;

Dari awal pembangunan TPS ini kami sudah meminta izin kepada
masyarakat sekitar.pasar dan umumnya masyarakat setuju, mereka tidak
ada masalah pada awalnya, tetapi setelah dibangun TPS ini ada beberapa
masyarakat yang komplen akibat jalan di depan rumah dan toko mereka
yang menjadi kecil di tambah lagi limbah air dari para pedagang ikan dan
daging yang mengalir ke ruko ruko masyarakat sekitar dan membuat bau,
karena belum adanya saluran pembuangan limbah tersebut.

Dari. 'wawancara ini diketahui bahwa pembangunan TPS tersebut
menumbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, mulai dari jalan depan rumah atau
toko mereka menjadi sempit dan juga limbah air pembuangan yang mengenang di
depan-depan rumah masyarakat sekitar, sehingga menumbulkan komplen dari

masyarakat dengan harapan agar pemerintah lebih cepat menangani dampak ini

terutama saluran pembuangan limbah dari pasar ikan dan daging ini.
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah

Dalam Relokasi Pasar Terapung Selodang Kelapa

1. Faktor Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar

mengetahui apa : : ! pmunikasi tersebut

memiliki a i 3 /ang D itu  Transmisi
(transmissi
setiap infor

Untuk

penulis uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari keyinforman
dalam penelitian ini yaitu Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku kepala bidang pasar di
dinas perdagangan dan perindutrian Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1
September 2021 mengatakan bahwa;

Pada awal kejadian ambruknya lantai pasar terapung itu yang terjadi di
bulan april 2016 lalu anggota kami ada melakukan kunjungan untuk



melihat kondisi lantai pasar yang ambruk, dan kami menyampaikan kepada
pedagang akan mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana kedepannya,
apakah akan dilakukan perbaikan atau akan membangun TPS untuk para
pedagang dan nantinya akan merelokasi para pedagang ini ke TPS tersebut
bangunan di khususkan untuk para yang terkena musibah saja, dan pada
tahun 2019 terjadi kembali ambruk susulan.yang memperparah kondisi
lantai pasar; pada saat-itu_wakil bupati juga ada melakukan kunjungan
kepasar terapung dengan anggota dinas perdagangan dan perindustrian
juga pada saat itu, kami menyampaikan kepada para pedagang bahwa
pemerintah akan melakukan relokasi pasar secepatnya, selain itu juga kami
dari dinas perdagangan «dan. ‘jperindustrian menempel selembaran itu
sebagal pengingat-bagi para pedagang dan‘juga untuk para pedagang yang
tidak ada pada saat kunjungan yang kami lakukan pada saat itu

Melalui- wawancara ini dapat kita ketahui bahwa pemerintah telah
menyampaikan kepada para pedagang bahwa mereka akan melalukan rapat
terlebih dahulu untuk menetapkan kebijakan apa yang akan di ambil untuk pasar
terapung tersebut apakah akan dilakukan perbaikan atau akan-membangun TPS
untuk para pedagang dan dalam kunjungan itu pemerintah juga menyebarkan
selembaran sebagal pengingan _bagi para pedagang yang mungkin saja pada saat
kunjungan dilakukan sedang tidak berada di tempat.

Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H.Tarudin,
SE selaku Seksi ‘prasarana dan Penempatan “di- Dinas perdagangan dan
perindustrian Kabupaten “indragiri Hilir..pada Kamis, 2 september 2021
mengtatakan bahwa;

Menyampaikan bahwa dari awal terjadinya ambruknya lantai pasar yang

sekitar 25 meja di awal amruk dan di ambruk kedua kurang lebih ada 40

meja total yang jatuh ke sungai, mau tidak mau akan dilakukan relokasi

secepatnya karena jika di pertahan kan untuk bertahan di pasar lama akan
membahayakan para pedagang dan para pengunjung yang datang, dan dari
pihak dinas kami sudah melakukan kunjungan dan memberikan informasi
kepada para pedagang bahwasanya setelah melakukan rapat oleh para
anggota hingga instansi yang terlibat sehingga kami merembukan bahwa

para pedagang ini akan di relokasi ke TPS yang akan di buat oleh
pemerintah untuk para pedagang



Melalui wawancara ini diketahui bahwa pemerintah telah memutuskan
setelah melakukan rapat dan menimbang maka pemerintah memutuskan akan
melakukan relokasi pasar.teapung selodang kelapa ke TPS yang akan di bangun,
karena jika _melakukan perbaikan untuk bangunan pasar yang lama sudah tidak

memungkinkan lagi, dan juga akan menyalahi peraturan mentri nomor 28 tahun

2015 tentang batas garis.sempadan sungai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang sayur di pasar
terapung selodang kelapa, yaitu Bapak "Yogi Amdani pada sabtu 4 september

mengatakan pada sub indikator komunikasi.

Waktu pemerintah® datang ke pasar ini, mereka menyampaikan akan
membangun TPS "dan kami akan di.pindahkan dalam menyampaikan
informasi itu cukup “mudah. di._mengerti, banyak janji-janji yang di
sampaikan pada saat itu, kalau tidak salah pada tahun 2018 pas waktu
masa masa pemilihan mereka datang ke pasar ini, tapi tidak juga cepat
tindakan yang dilakukannya terlalu lama kinerjanya

Diketahui bahwa pemerintah menyampaikan informasi kepada para
pedagang dengan bahasa yang mudah di mengerti oleh para pedagang, sehingga

pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan baik.



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang daging di
pasar terapung selodang kelapa, yaitu Bapak Alfian mengatakan;
Mudahlah, walaupun pada kunjungan yang dilakukan tidak semuanya
mendengar, tapicdari pemerintah itu juga.ada menempel selembaran
pengumuman itu, jadi kalau masalah. penyampaian yang mereka lakukan
selain_mudah di mengerti mereka juga mencari cara lain agar semua
pedagang di sini tau tentang perencanaan dari pemerintah ini, tapi kerja
pemerintah ini yang sangat lama dalam pembangunan TPS untuk pasar ini,
kurang lebih dari ambrukcpertama tu ada.tiga tahun kebih baru di mulai

pembangunannya. jadi “pedagang disini ratasrata pakai meja tempelah
berjualan disini. Udah lebih dari 4 tahun menderita seperti ini.

Melalui wawancara dengan pedagang ini dapat diketahui bahwa informasi
yang disampaikan pemerintah telah di mengerti oleh pedagang pasar terapung
selodang kelapa.

2. Faktor Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar
Terapung
Berdasarkan Berdasarkan teori George Edward 111 dalam widodo (2010:98)
mengemukakan bahwa sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam
implementasi kebijakan. keberhasilan dari pencapaian tujuan implementasi
kebijakan yang akan dilaksanakan, indikator sumberdaya mencakup sumberdaya
manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya
kewenangan keempat hal ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah.
Untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar
terapung selodang kelapa di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sub indikator
sumberdaya dimana indikator ini mempehatikan sumberdaya manusia seperti apa

yang digunakan dalam relokasi pasar terapung selodang kelapa tersebut dan dari



mana anggaran pembangunan yang akan digunakan dalam pembangunan TPS
pasar terapung tersebut, dan peralatan yang akan digunakan seperti gedung, tanah,
dan sarana lainnya yang nantinya akan di gunakan dalam proses implementasi
kebijakan tersebut:dan kewenangan yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keyinforman yaitu
Bapak Ahmad Fitri, S.Sos selaku 'Kepala bidang.pasar di dinas perdagangan dan
perindustrian” Kabupaten . Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021
mengatakan bahwa;

Dalam pelaksanaan relokasi yang dilakukan dinas perdagangan dan
perindustria ini yang berperan didalamnya yang pertama kepala dinas,
perdagangan dan perindustrian di ikuti oleh lalu kepala bidang pasar, baru
di ikuti oleh seksi prasarana dan penempatakan dan seksi seksi yang lainya,
dan dalam pelaksanaan relokasi ini kami juga melibatkan trantip dinas
perdagangan dan prindustrian dan juga satpol pp sebagai keamanan, dan
kalau dalam pengsahan atau sewaktu rapat awal mengenai masalah akan di
lakukannya relokasi ini banyak yang terlibat mulai dari bupati, dinas
perdagangan dan perindustrian, dinas pekerjaan umum dan tata ruang
kabupaten indragiri Hilir, kerena yangberwenang dalam pemeliharaan dan
penempatan jalan adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten
indragiri hilir:

Diketahui bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam relokasi
pasar ini tidak sepenuhnya-hanya dinas pedagangan dan perindustrian saja yang
bekerja, melaikan ada melibatkan dinas atau instansi lain juga, sesuai dengan
bidangnya masing-masing.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancarabersama Bapak Ahmad Fitri,
S.Sos selaku kepala bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian
Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 1 September 2021 yang mengatakan.

Pada pembangunan ini kita mendapatkan dana dari dana CSR dari dua

organisasi yang ikut berperan dalam pembangunan TPS itu, yang pertama
dari PT pulau sambu dan yang kedua dari bank Riau kepri dalam hal ini PT



ikut membantu pembangunan dari PT Pulau sambu dapat terbangun 54
meja/ios dan dari bank Riau kepri terbangun 76 meja/ios untuk para
pedagang di pasar terapung selodang kelapa, selain itu juga kita
menggunakan dana APBD, dari APBD kita dapat membangun 2 blok yaitu
blok C dan D yang berjumlah 260 dengan jumlah anggaran 1,4 miliar
menggunakan anggaran dari APBD.

Diketahui dalam faktor sumber daya implementasi kebijakan relokasi pasar
tersebut membutuhkan dana dalam pembangunan hingga perelokasian pasar
tersebut, dan diketahui.bahwa ada dua organisasi/atau lembaga yang berperan
dalam keberlangsungan implementasi kebijakan ini, yaitu dari PT pulau sambu dn
bank Riau kepri, sehingga dapat menambah jumlah bangunan ios/meja untuk para
pedagang ikan dan daging di pasar terapung selodang kelapa.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Drs. H. Muklis selaku kepala Bidang
Produk Hukum.Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
pada Rabu, 8 September 2021 mengenai wewenang.

Benar bahwa satpol pp-berperan-dalam pengawasan dan penertiban di
pasar terapung tersebut, dalam hal penertiban satpol pp menertibkan para
pedagang Jika di temui bahwasanya ada meja meja yang tidak sesuai
dengan bangunan yang semestinya seperti meja meja tempel yang dibuat
sendiri oleh pedagang, dalam hal seperti itu_barulah kami memiliki
wewenang untuk mengawasi dan menertibkan para pedagang dengan
membongkar meja meja yang tidak sesuaivitu, di situlah wewenang yang
kami sebagai satuan polisi pamong praja.

Dikatahui bahwa satpol pp membenarkan bahwa ada keterlibatan dalam
proses perelokasian pasar terapung selodang kelapa tersebut, dalam hal penertiban
para pedagang jika ada yang menyalahi atau melanggar aturan yang sudah ada,

seperti membangun meja tempel yang tidak sesuia dengan struktur pasar yang

sudah ada.



3. Faktor Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar

Terapung

Untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar
terapung selodang-kelapa di kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sub indikator
Disposisi dimana indikator ini mempehatikan pelaksanaan dan tugas tugas yang
dijalankan oleh pelaku kebijakan!mulai darisatasan hingga bawahan, apa yang
dilakukan para pelaku sehingga dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang
memperlambat proses relokasi pasar tersebut dalam hal.-pembagian dan
pelaksanaan tugas personel anggota pelaksana dalam relokasi pasar terapung
selodang kelapa di kabupaten indragiri Hilir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pada sub
indikator Disposisi Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dari
keyinforman dalam penelitian_ini yaitu Bapak Ahmad Fitri,"S.Sos selaku kepala
bidang pasar di dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
pada Rabu, 1 September 2021 mengatakan bahwa;

Perencanaan hingga pelaksanaan relokasi pasar terapung selodang kelapa
tersebut seluruh ‘anggota kami saling berkeordinasi mulai pimpinan pak
asisten, kemudian kepala dinas "dan kemudian saya selaku kepala bidang
dan juga kepala seksi dan trantib anggota pengamanan mengerti akan
tugasnya masing masing, karena dalam hal ini sudah terbagi tugas sesuai
dengan keahlian dan bidangnya masing masing

Melalui wawancara ini dapat diketahui bahwa dalam pembagian dan

pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar ini pemerintah telah mengerti

akan kinerja dan posisinya masing masing dari pemimpin hingga bawahannya.



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama H.Tarudin, SE selaku
kepala Seksi prasarana dan Penempatan di dinas perdagangan dan perindustrian
kabupaten Indragiri Hilir mengatakan;

Pengimplementaasian kebijakan yang.dibuat pemerintah ini kami sudah

memiliki tugas dan bidangnya masing masing yang sudah di berikan oleh

atasan yang mana dalam pelaksanaanya kami masing masing sudah tau
akan tugas yang harus dilakukan, jadi jika ada kesalahan yang dilakukan
yang membuat terhambatnya’ proses srelokasi tersebut dapat langsung
ditidak, dan mudah-untuk diketahui dimana letak titik salahnya.
Pemerintah telah mengerti akan tugas dan bidangnya masing-masing
4. Faktor Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Relokasi

Pasar Terapung

Berdasarkan Berdasarkan teori George Edward Il dalam widodo (2010:
106) menyatakan bahwa meskipun. dalam.pelaksanaan implementasi kebijakan
pelaksana sudah mengerti dan memahami akan tugas tugas yang harus dilakukan
tetapi tetap saja edward mengatakan pelaksanaan ini bisa saja tidak efektif karena
struktur birokrasi yang tidak efisien dalam indikator struktur birokrasi ini
mencakup aspek yang harus di perhatikan yaitu pembagian kewenangan dan
hubungan antar unit-unit-organisasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan ini keberhasilan dari pencapaian tujuan implementasi kebijakan yang
akan dilaksanakan karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan
beberapa instansi dan organisasi yang ikut berperan dan perelokasian pasar
terapung selodang kelapa di kabupaten indragiri Hilir tersebut dalam indikator

struktur birokrasi harus memperhatikan prosedur orasional dan fragmentasi

dimana pembagian tugas dan tanggung jawab implemntasi kebiakan yang



dilaksanakan merupakan tanggung jawab anggota pelaksana sesuai dengan
bidangnya masing-masing.

Selanjutnya menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan H.Tarudin,
SE selaku Seksi® prasarana.dan Penempatan di Dinas_perdagangan dan
perindustrian Kabupaten indragiri Hilir pada Kamis, 2 september 2021

mengtatakan bahwa;

Ya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar terapung
tersebut yang berperan dalam hal ini selain dari dinas perdaganagn dan
perindustrian ada juga dari dinas PUTR yang menetapkan tempat di mana
TPS untuk pasar tersebut boleh dibangun, karena jika di bangun di atas
sungai kembali bangunan tidak bertahan lama dan juga melanggar
peraturan metri PUTR nimor 28 tahun 2015 tentang garis sempadan sungai
dan garis sempadan danau, lalu dari satpol pp sebagai yang mengawasi
sekaligus menertibkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan semestinya
yang menggangu sarana dan prasarana akan di tertibkan oleh trantib
satpol pp misalnya ada meja meja tempel yang dibuat oleh pedagang, jadi
sudah sesuai dengan bidangnya masing masing

D.iketahui bahwa yang-—terlibat , dalam= perencanaan pembangunan dan
relokasi pasar terapung selodang kelapa ini bukan hanya dinas perdagangan dan
perindustrian saja tetapi dinas PUTR dan Satpol PP ikut dalam rapat penetapan
kebijakan pemerintah yaitu relokasi pasar terapung tersebut, dan pemerinah sudah
tau dan mengerti akan bidang dan tugasnya sesuai denganstruktur birokrasi yang
sudah ada, baik dari dinas perdaganagan dan perindustrian, dinas pekerjaan umum

dan tata ruang, hingga satpol pp.
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BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari hasil s ) ancara di_ata ik_kesimpulan bahwa

implementasi ke , erintah sus ; an, sekitar 3 tahun
lebih kead :
terpaksa membue ja tempe ',:.. 2] ...l A : engan kondisi pasar
yang memi ang \ erbahaya bagi para

pedagang d ara pengunjung ye ata an juga esimpulan dalam

di pasar pagi.

Dan setelah di bangun TPS untuk para pedagang yang rencananya akan di
relokasikan di tahun 2021 ini tetapi belum ada kejelasan kapan akan dilakukan,
menurut wawancara di lapangan masih banyak pedagang yang masih tidak mau di
relokasi dengan alasan posisi yang tidak strategis karena terlalu kebelakang, meja

yang di buat tidak kokoh karena belum di tempati saja sudah ada meja yang
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besinya bengkok, dan ada beberapa pedagang yang mengaku bahwa mereka
merenovasi meja mereka masing-masing agar kokoh karena meja yang di buat

oleh pemerintah tidak kokoh.

m kebijakan

en Indragiri

erindustrian agar
tidak dibuat

pedagang ikan

layak, saluran

sementara waktu mengisi pasar-pasar yang ada di kabupaten Indragiri Hilir
yang tidak digunakan seperti pasar kayu jati dan pasar pagi untuk sementara
waktu hingga pembangunan selanjutnya dilakukan.

5. Dan untuk pembangunan selanjutnya agar pemerintah dapat memilih lokasi

pasar yang strategis dan mudah untuk dijangkau sehingga pasar terisi penuh.
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Dalam implementasi kebijakan relokasi pasar ini agar berjalan dengan baik
dan keputusan kebijakan yang diambil haruslah di komunikasikan kepada orang

atau personalia yang tepat, yang dalam artian mengerti akan kebijakan tersebut

pasar tera ebut dengan menggunakan media ran dan juga

kunjungan
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